


















Diskriminasi terhadap perempuan memunculkan berbagai bentuk, salah satunya adalah kekerasan. Diskriminasi dan kekerasan terjadi karena ada relasi kuasa yang eksis dalam ruang-ruang. Melalui kuasa maka seseorang atau institusi memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan keinginan orang lain atau menggunakan serangkaian strategi untuk mencapai tujuannya. Kekerasan sering dialami oleh kelompok rentan, dalam hal ini perempuan dan anak, karena mereka memiliki relasi  kuasa yang tidak sekuat laki- laki. Kekerasan yang dialami perempuan telah menyebabkan hak-hak konstitusional perempuan yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 tidak terpenuhi.
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1.   Latar Belakang

Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah grundnorm (atau staatsfundamentalnorm)2  sehingga menjadi cita hukum, sumber dari segala sumber hukum dan sekaligus membingkai sistem hukum yang mengatur dan menjamin hak- hak konstitusional setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak.3 Dalam tataran idealisme dan normative Sila-sila Pacasila telah mengakomodasi hak-hak perempuan; nilai-nilai Pancasila dan butir-butirnya mengandung dan sarat dengan nilai-nilai yang humanis dan feminis, akan tetapi dalam tataran implementasi nampaknya masih jauh dari yang diharapkan karena perempuan Indonesia masih sering mengalami diskriminasi dalam berbagai bentuk, seperti: penomorduaan (subordinasi), pemiskinan





1 Disampaikan pada kegiatan FGD “ Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan Hak Kelompok Rentan” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Bogor, 16-17 Desember 2019.
2 Menurut Hans Kelsen, sifat dari grundnorm (atau staatsfundamentalnorm) pada umumnya adalah meta- juridisch. Ia bukan produk badan pembuat undang-undang (de wetgeving), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Lihat Ni’matul Huda, 2008, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali Press., hal. 54
3 Arief Hidayat, 2017, Ceramah pada Seminar Pancasila, Konstitusi dan PEmenuhan Hak Asasi Perempuan
Aosiasi Pengajar dan PEminat Hukum BErperspektif Gender se Indonesia (APPHGI) dengan Puskanji MPR RI,




Persoalan diskriminasi terhadap perempuan dalam pemenuhan dan persamaan hak-hak perempuan telah lama disuarakan oleh para feminis Indonesia bahkan jauh sebelum Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women diratifikasi oleh PBB di tahun 1979.4 Tuntutan terhadap hak-hak perempuan tersebut kemudian diwujudkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dengan demikian jika terdapat ketentuan, kebijakan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, maka terjadilah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara negara tertentu tersebut. Berdasarkan UUD 1945 maka setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang sama dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan jenis kelamin dan identitas lain yang melekat pada dirinya.
Upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya diskriminasi telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan meratifikasi CEDAW di tahun 1984 dan mengeluarkan kebijakan serta membuat berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan hak asasi manusia, hak-hak asasi anak dan kelompok rentan.5 Hal tersebut menunjukkan bahwa telah banyak instrument hukum yang melindungi   perempuan dan kelompok rentan lainnya, termasuk anak, akan tetapi praktik diskriminasi terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi.






5 UU difabel, UU dll




2.   Relasi antara Kuasa dan Ruang

Relasi kuasa (power) ada karena hak-hak yang diberikan kepada individu dan institusi yang kemudian memiliki hak untuk menikmati hak-hak (konstitusional) yang diberikan dan menjalankan kuasanya atas hak-hak tersebut. Kuasa selama ini dipahami bersifat mengatur dan memaksa. Akan tetapi Foucault menentang pendapat ini dengan mengajukan konsep baru bahwa kuasa telah muncul ke dalam bentuk yang baru berupa pengetahuan. Pengetahuan ini ada di mana-mana dan dimiliki oleh siapapun, kreatif, teknis dan produktif, serta tidak semata-mata memberi sanksi.7  Foucault selanjutnya menyatakan bahwa kuasa ini ada di setiap ruang, dimiliki oleh setiap institusi dan individu, dan kuasa ini saling bersaing dan berkelindan satu sama lain, bahkan bisa mendukung satu sama lain. Pendapat Foucault mengenai kuasa dan relasi kuasa dapat digunakan untuk memahami terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
Melalui kuasa maka seseorang atau institusi memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan keinginan orang lain atau menggunakan serangkaian strategi untuk mencapai tujuannya; Kuasa akan melibatkan seseorang, baik sebagai pihak yang tidak berdaya atau pihak yang kuat karena meskipun tidak ada individu yang benar- benar kuat atau sama sekali tidak berdaya dalam setiap dan dalam semua situasi, tetap saja seseorang memiliki kontrol terhadap beberapa ukuran sumber daya. Kontrol tersebut berasal dari kekuatan pribadi, sosial, politik, keuangan dan / atau kelembagaan, atau kombinasi keduanya. Sumber daya ini menggambarkan secara signifikan dalam interaksi sosial yang kompleks yang diakui sebagai proses kekuasaan.8
Untuk mengimplementasikan kekuatan ini, diperlukan ruang tertentu. Diskusi

tentang ruang, kemudian, akan mengarah pada pemahaman identitas individu dan sosial yang telah dibuat dan dikendalikan dalam ruang-ruang tertentu. Ruang pada dasarnya





8 Jean Lipman-Blumen, ‘The Existential Bases of Power Relationships: The Gender Role Case’ in H. Lorraine
Radtke and Henderikus J Stam (eds), Power/Gender: Social Relations in Theory and Practice (Sage Publications,
1994) 108.
9 Doreen Massey, ‘Spaces of Politics’ in Doreen Massey, John Allen and Philip Sarre (eds), Human Geography
Today (Polity Press, 1999) 279. She argues that: 1) Space ‘is constituted through a process of interaction’; it is




Sebagai sistem terbuka, ruang mensyaratkan tingkat tertentu dari yang tak terduga dan tidak dapat diprediksi karena ia dibentuk melalui proses interaksi dari kemungkinan adanya multiplisitas. Dengan demikian, tanpa multiplisitas ruang tidak akan mungkin, dan sebaliknya multiplisitas tidak akan mungkin tanpa ruang.10
Keadaan seperti itu tampaknya tidak mengherankan jika seseorang memahami bagaimana ruang telah terbentuk. Menurut Lefebvre, ruang dikembangkan melalui
'kesatuan ruang' yang terdiri dari tiga elemen yang saling terkait ruang fisik (alam), ruang mental (abstraksi formal tentang ruang) dan ruang sosial (ruang aksi manusia dan konflik). Tiga bentuk ruang bergabung bersama untuk menghasilkan spasial yang kompleks. Mengingat ruang dipenuhi dengan konten ideologis dan politik; hubungan yang dihasilkan antara mereka bervariasi dari waktu ke waktu. Melalui ketiga elemen ruang ini, hubungan antara ruang, hukum, dan kekuasaan tercipta. Mengingat bahwa ketiga bentuk ruang menciptakan hasil yang berbeda dan bervariasi dari waktu ke waktu, ini berarti bahwa ruang memiliki efek signifikan dalam menciptakan ketimpangan keadaan atau masyarakat yang terpinggirkan. Ini terjadi karena ruang adalah  sarana  penting  yang dengannya  identitas  dan  perbedaan  sosial  dibuat  dan dipertahankan; dengan demikian, fokus dalam hubungan kekuasaan adalah pada bagaimana ruang diklaim, ditempati, digunakan, dan diatur untuk kepentingan sebagian orang dan merugikan orang lain.
Dalam konteks diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (dan anak) ruang-ruang yang ada, misalnya pembagian ruang privat dan publik, telah menciptakan ketimpangan seperti itu; dan, tampaknya hampir tidak  mengejutkan karena ruang bukanlah sesuatu yang netral melainkan dihasilkan terus menerus melalui hubungan sosial-spasial. Selain itu, hubungan sosial-spasial didominasi oleh laki-laki di sebagian besar budaya dan masyarakat. Namun demikian, mengingat bahwa ruang selalu berubah dan ruang bukanlah fenomena nyata atau objektif yang dialami dan dipahami dengan cara yang sama oleh individu karena masing-masing individu berpotensi memiliki pemahaman yang unik tentang lingkungannya, dan bahwa pemahaman ini dibentuk oleh proses pengumpulan informasi secara mental (dan fisik), akumulasi pengetahuan atau kontak dengan organisasi maka peluang bagi para korban untuk










Ruang-ruang atas persamaan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum dan keadilan telah disediakan dan dijamin oleh pemerintah Indonesia melalui UUD 1945. Komnas Perempuan telah membuat kategorisasi 40 Hak Konstitusional dalam 14 Rumpun yang diatur dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 sebagaimana berikut:
Tabel 1. Hak Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

I. HAK ATAS KEWARGANEGARAAN
1	Hak atas status kewarganegaraan	Pasal 28D (4)
2	Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan	Pasal 27(1),Pasal 28 D (1), Pasal 28 D (3)
II. HAK ATAS HIDUP
3	Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya	Pasal 28A,Pasal 28I (1)
4	Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang	Pasal 28B (2)
III. HAK UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI
5	Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhandasar, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan  teknologi, seni dan budaya	Pasal 28C (1)
6	Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangandirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat	Pasal 28H (3)
7	Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untukmengembangkan pribadi dan lingkungan sosial	Pasal 28F
8	Hak mendapat pendidikan	Pasal 31 (1), Pasal 28 C (1)
IV. HAK ATAS KEMERDEKAAN PIKIRAN & KEBEBASAN MEMILIH
9	Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani	Pasal 28I (1)
10	Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan	Pasal 28E (2)
11	Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya	Pasal 28E (1),Pasal 29 (2)
12	Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran,pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal	Pasal 28E (1)
13	Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul	Pasal 28E (3)
14	Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani	Pasal 28E (2)
V. HAK ATAS INFORMASI







16	Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia	Pasal 28F
VI. HAK ATAS KERJA & PENGHIDUPAN LAYAK
17	Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan	Pasal 27 (2)
18	Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yangadil dan layak dalam hubungan kerja	Pasal 28D (2)
19	Hak untuk tidak diperbudak	Pasal 28I (1)
VII. HAK ATAS KEPEMILIKAN & PERUMAHAN
20	Hak untuk mempunyai hak milik pribadi	Pasal 28H (4)
21	Hak untuk bertempat tinggal	Pasal 28H (1)
VIII. HAK ATAS KESEHATAN & LINGKUNGAN SEHAT
22	Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin	Pasal 28H (1)
23	Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat	Pasal 28H (1)
24	Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan	Pasal 28H (1)
IX. HAK BERKELUARGA
25	Hak untuk membentuk keluarga	Pasal 28B (1)
X. HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM & KEADILAN
26	Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukumyang adil	Pasal 28D (1)
27	Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum	Pasal 28D(1),Pasal 27 (1)
28	Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum	Pasal 28I (1)
XI. HAK BEBAS DARI ANCAMAN, DISKRIMINASI & KEKERASAN
29	Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutanuntuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi	Pasal 28G (1)
30	Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkanderajat  martabat manusia	Pasal 28G(2)
31	Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun	Pasal 28I (2)
32	Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untukmemperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan	Pasal 28H (2)
XII. HAK ATAS PERLINDUNGAN







34	Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yangbersifat  diskriminatif	Pasal 28I (2)
35	Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakattradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban	Pasal 28I (3)
36	Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	Pasal 28B(2),Pasal 28I (2)
37	Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain	Pasal 28G (2)
XIII. HAK MEMPERJUANGKAN HAK
38	Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknyasecara kolektif	Pasal 28C (2)
39	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	Pasal 28,Pasal 28 E (3)
XIV. HAK ATAS PEMERINTAHAN
40	Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Pasal 28D(3),Pasal 27 (1)


Tabel 2. Nilai-Nilai Pancasila

Sila Dalam Pancasila	Butir-butir Pancasila
Sila ke-1Ketuhanan Yang MahaEsa	1.  Perlindungan dan penghormatan kepada setiap orang untukpercaya dan taqwa kepada Tuhan   yang Maha Esa sesuai dengan agama atau kepercayaannya secara berkeadaban.2.  Perlindungan terhadap setiap orang untuk saling menghormatipilihan  agama  atau  kepercayaan  serta  kebebasan  dalam menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya.3.  Semangat  ketuhanan  yang  welas  asih  dan  toleran  dalamkehidupan intra dan antar-agama atau kepercayaan.4.  Pelarangan perbuatan kekerasan dan pemaksaan keyakinan agama atau kepercayaan kepada orang lain.5.  Pergaulan  dan  kerjasama  antar  pemeluk  agama  dan/atau penganut kepercayaan yang berbeda-beda untuk terbinanyakerukunan hidup bersama.6.  Nilai   kebenaran,   keluhuran   budi   dan   satunya   pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.7.  Peran dan kewajiban negara dalam membina, mengayomi,dan menciptakan kerukunan dan kedamaian antar dan intra umat beragama dan kepercayaan dalam kehidupan berbangsadan bernegara.







	5.  Penghormatan terhadap hak dasar manusia baik sebagaiindividu, maupun sebagai warga masyarakat.6.  Perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.7.  Kesadaran bahwa Bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, oleh karena itu dikembangkan sikaphormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.8.  Peran dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara danpenghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
Sila ke-3Persatuan Indonesia	1.  Setiap  orang  untuk  mencintai  Tanah  Air  dan  bersediamelindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darahIndonesia.2. Pengutamaan   persatuan,   kesatuan,   kepentingan   dan keselamatan   bangsa   dan   negara   di   atas   kepentingan pribadi dan golongan.3.  Setiap orang rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.4.  Bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.5.  Pemuliaan dan pemajuan potensi diri dan hasil karya yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa dan negara.6.  Semangat gotong-royong demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.7. Semangat memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.8.  Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebhinnekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.
Sila ke-4Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan	1.  Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dankewajiban yang sama.2.  Setiap warga negara menghormati perbedaan pendapat dan tidak boleh memaksakan pendapat dan kehendaknya kepada orang lain.3.  Permusyawaratan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.4.  Iktikad baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan dalam permusyawaratan.5.  Partisipasi aktif setiap warga negara dalam politik dan pembangunan secara proporsional dan betanggung jawab.6.  Setiap putusan yang diambil dalam permusyawaratan harusdapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.7.  Aspirasi dan kehendak rakyat yang disampaikan dalam sistem perwakilan melalui lembaga permusyawaratan.8.  Peran dan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak rakyatmelalui sistem perwakilan dalam lembaga permusyawaratan.







3.  Kemandirian dalam berbudaya untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa.
4.  Kegiatan   perekonomian   yang   efektif,   berkeadilan   dan berwawasan   lingkungan   untuk   menciptakan   kemadirian
bangsa dan kesejahteraaan rakyat.
5.  Perlindungan terhadap karsa, cipta dan karya masyarakat.
6.  Pola hidup hemat, sederhana dan berbagi.
7.  Semangat kerja keras dan profesional.
8.  Peran dan kewajiban negara dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


3.   Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Tengah

Catatan tahunan 2019 dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  cukup  tinggi  di  beberapa  provinsi  di  Indonesia;11
Provinsi Jawa Tengah di tahun 2018 menduduki peringkat pertama untuk jumlah perempuan yang menjadi korban, kemudian   diikuti DKI Jakarta (2.318) dan Jawa Timur (1,944). Tahun 2019, jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan di Jawa Tengah kembali menduduki urutan pertama tertinggi di Indonesia, kedua dan ketiga berurutan adalah provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur).12




Sumber: Data Simfoni Kementrian PPA, 2017-2019

Kekerasan yang dialami para korban sering terjadi di lingkup rumah tangga, sekolah, fasilitas umum, dan tempat-tempat lain. Jenis kekerasan yang sering dialami


















12 Data Simfoni KemenPPA per 5 Desember 2019 dalam Rika sraswati, et.al, Laporan Tahunan 2019








Sumber: Data Simfoni Kementrian PPA, 2019

Berdasarkan data Simfoni Kementrian PPA tahun 2019, hubungan antara pelaku dengan korban kekerasan sebagian besar adalah orang-orang yang dikenal dan memiliki kedekatan seperti: suami-istri, pacar/teman, orangtua, dan guru. Hal ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak setara di antara mereka.










lingkungannya yang menyebabkan perempuan tidak mendapatkan keadilan. Hak-hak perempuan yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 19455 menjadi tidak terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh pengalaman perempuan korban diskriminasi dan
kekerasan di Provinsi Jawa Tengah.

Kasus 1
X, 21 tahun, sejak tahun 2013 mengalami  perbudakan seksual  yang dilakukan oleh pelaku yang menjadi guru mengaji dan menjabat ketua ormas agama di salah satu kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pelaku meminta untuk menikah mut’ah dengan alasan pelaku sudah terlanjur menyentuh badan korban dan menakut- nakuti korban bahwa apa yang sudah dilakukan pelaku dengan korban adalah perbuatan zina. Pelaku berjanji akan menikahi korban setelah lulus dari SMA. Korban menolak berhubungan seksual karena menunggu dinikah secara resmi, tetapi pelaku memaksa dengan mengatakan bahwa korban harus taat pada suami. Setelah lulus SMA, korban menagih janji untuk dinikahi tetapi diminta bersabar dan mengingat ancaman istrinya yang akan melaporkan ke polisi jika terbukti berhubungan dengan pelaku dan mengatakan korban sebagai ‘pelacur, perempuan murahan’. Setiap kali korban ingin lepas dari pelaku, pelaku selalu mengatakan “mana ada laki-laki yang bisa menerima perempuan yang sudah tidak perawan seperti kamu’, kalau kamu sudah tidak perawan usahakan kamu menikah dengan laki-laki yang mengambil keperawananmu”.




4.   Analisis Kasus

Berdasarkan pendapat Foucault yang menyatakan bahwa kuasa ada di setiap ruang, dimiliki oleh setiap institusi dan individu, dan kuasa ini saling bersaing dan berkelindan satu sama lain, bahkan bisa mendukung satu sama lain, maka pendapat Foucault mengenai kuasa dan relasi kuasa dapat digunakan untuk memahami terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang menjadi korban dalam kasus ini. Relasi kuasa dimiliki oleh pelaku berada di dua ranah yaitu ranah privat dan public.
a.         Relasi Kuasa dan Ruang dalam Ranah Privat dan Publik





tidak  hanya  sebagai  kepala  rumah  tangga,  tetapi  juga  sebagai  pemimpin, penyedia, pembimbing dan pendidik.13
Pelaku telah menyalahgunakan institusi perkawinan yang seharusnya dijaga sehingga dapat dikatakan bahwa ia sebenarnya telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berupa kekerasan psikis terhadap istrinya. sebagai seorang istri yang sah, istri pelaku juga menjalankan kuasanya sebagai seorang perempuan dan istri. Identitasnya sebagai istri ustad tentunya memberi kuasa yang lebih dibandingkan dengan korban yang hanya seorang anak. Istri pelaku merasa kedudukannya lebih ‘terhormat’ dibandingkan dengan korban, akan tetapi istri pelaku menutup mata terhadap perilaku suaminya yang telah menyalahgunakan kuasa dan kekuasaannya terhadap dirinya sebagai istrinya dan juga terhadap perempuan lain yang masih seorang anak.
Melalui lembaga perkawinan yang diatur oleh UUPerkawinan dan KHI, maka ruang dalam keluarga telah membentuk dan melanggengkan kuasa suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. UU Perkawinan dan KHI juga telah membentuk pola pikir dan perilaku bagi istri pelaku untuk patuh dan taat pada suaminya. Pola pikir dan perilaku yang dituntut   oleh   suaminya   sebagaimana   yang   diterapkannya   pula   kepada korbannya untuk patuh kepadanya sebagai ‘suami’.
Berdasarkan teori Foucault yang menyatakan bahwa melalui kuasa maka seseorang atau institusi memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan keinginan orang lain atau menggunakan serangkaian strategi untuk mencapai tujuannya. Dalam kasus di atas pelaku sebagai individu melalui kuasa yang dimiliki mampu menggunakan strategi untuk mencapai tujuannya yaitu memanfaatkan  seorang  anak  SMA  untuk  memenuhi  kebutuhan  seksualnya





13 Pasal 80 KHI: (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal- hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama; (2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendididkan bagi anak.




Kuasa yang dilakukan telah melibatkan seseorang, yaitu korban, sebagai pihak yang tidak berdaya pada saat itu. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, terjadi interaksi dan relasi antara korban dengan berbagai pihak, termasuk istri pelaku memberi pengaruh terhadap situasi yang ada. Berdasarkan teori Foucault meskipun tidak ada individu yang benar-benar kuat atau sama sekali tidak berdaya dalam setiap dan dalam semua situasi, tetap saja seseorang memiliki  kontrol  terhadap  beberapa  ukuran  sumber daya.  Kontrol  tersebut berasal dari kekuatan pribadi, sosial, politik, keuangan dan/atau kelembagaan, atau kombinasi keduanya.
Kontrol terhadap kekuatan pribadi sebenarnya sudah ada pada korban ketika korban tidak bersedia berhubungan seksual sebelum dinikahi secara resmi oleh pelaku. Korban juga meminta segera dinikahi dan memiliki keinginan untuk lepas dari pelaku, akan tetapi pelaku selalu membenturkan korban pada kuasa yang dibangun masyarakat dalam memandang perempuan yang sangat bias gender, yaitu persoalan keperawanan. Kontrol korban atas sumber daya semakin menguat dengan melaporkan kasusnya ke Polres dan mendapat dukungan dari lembaga swadaya masyarakat yang mendampinginya. Sumber-sumber daya ini juga menjalankan kuasanya dan memiliki interaksi sosial yang kompleks yang diakui sebagai proses kekuasaan baik dengan pelaku dan korban. Pendampingan yang dilakukan oleh institusi yang berpihak pada korban telah menjawab teori Foucault yang menyatakan bahwa kuasa ada di setiap ruang, dimiliki oleh setiap institusi dan individu, dan kuasa ini saling bersaing dan berkelindan satu sama lain, bahkan bisa mendukung satu sama lain.




Sebagaimana yang dikemukakan oleh Foucault, melalui kuasa maka seseorang atau institusi memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan keinginan orang lain atau menggunakan serangkaian strategi untuk mencapai tujuannya. Pelaku menggunakan kuasanya sebagai tokoh agama untuk memperdayai seorang anak perempuan dengan mengatasnamakan ajaran agama agar dapat melakukan hubungan seks dengan seorang anak perempuan. Serangkaian strategi telah digunakanpelaku untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan cara menggunakan kapasitasnya sebagai ustad; pelaku menawari korban untuk belajar mengaji ketika korban menanyakan perihal yang terkait dengan membaca Al-Quran. Kemudian pelaku dengan sengaja menyentuh bagian- bagian tertentu badan korban dan melegitimasi bahwa perbuatan tersebut merupakan zina dan harus disahkan melalui perkawinan mut’ah. Melalui perkawinan mut’ah yang tidak dikenal di dalam UU Perkawinan, pelaku melegitimasi hubungan seksualnya dengan korban dan menggunakannya sebagai alat untuk mengontrol korban.
Strategi yang digunakan menunjukkan bahwa pelaku memahami benar bahwa ia memiliki kuasa yang dapat digunakan untuk mencapai tujuannya.. Pelaku sangat sadar bahwa statusnya sebagai tokoh agama tersebut secara struktural dan budaya sangat kuat di dalam masyarakat sehingga korban yang saat itu masih duduk di bangku SMA dan dikategorikan sebagai anak begitu mudah dibangun kepercayaannya untuk mempercayai kata-kata dan tindakannya. Pelaku merupakan pihak yang memiliki kuasa yang sangat kuat dibandingkan dengan korban yang tidak berdaya, baik dari segi usia, pendidikan, ekonomi dan status sosial.




di  mana  perempuan  dipandang  sebagai  sumber  maksiat,  penggoda,  dan pengganggu rumah tangga orang lain.
Selain memiliki kuasa, pelaku memiliki kontrol yang kuat dan besar atas sumber-sumber daya di sekitarnya termasuk kontrol atas diri si korban dengan cara mengkonstruksikan  ‘perempuan  yang tidak perawan’ tidak akan laku, kecuali menikahi orang yang mengambil keperawanannya. Hal ini yang menyebabkan korban mengalami ketergantungan yang cukup kuat sehingga sulit untuk melepaskan diri dari pelaku karena kekuatiran dan ketakutan bahwa ia tidak akan laku jika melepaskan hubungannya dengan si pelaku. Konstruksi yang bias gender ini demikian kuat ditanamkan oleh pelaku kepada korban. Jika nilai-nilai yang bias gender ditanamkan kepada korban, maka dapat diperkirakan bahwa nilai-nilai tersebut juga ditanamkan kepada istrinya dan disebarluaskan kepada murid-muridnya.
Kontrol pelaku terhadap sumber-sumber daya sangat besar karena ia memiliki pengaruh sebagai tokoh agama dan ketua ormas. Hal ini terbukti ketika pelaku dilaporkan, pelaku masih bebas melenggang karena mendapatkan jaminan dari pengacara,  adik dan pengurus ormas.  Situasi dan kondisi ini menunjukkan bagaimana pelaku secara struktural, budaya dan dalam sistem hukum memiliki akses yang besar dibandingkan dengan korban yang hampir tidak memiliki kuasa yang sama kuatnya untuk mempertahankan hak-haknya.




norms, and that resolution of conflict through appeal to legal rights is limited, masculine approach.” 14




Kasus di atas hanyalah satu dari sekian ratus kasus yang terjadi di Provinsi  Jawa Tengah dan ribuan kasus yang menimpa perempuan di seluruh wilayah Indonesia yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Kasus Baiq Nuril yang mengalami pelecehan seksual dan harus memperjuangkan hak- haknya sedemikian rupa adalah contoh nyata kekuatan relasi kuasa yang berinteraksi dalam ruang-ruang, termasuk di dalam ruang hukum.
Kasus Baiq Nuril dan juga kasus di atas menunjukkan bahwa ruang bukanlah sesuatu yang netral melainkan dihasilkan terus menerus melalui hubungan sosial-spasial, dan hubungan sosial-spasial sangat didominasi oleh pola pikir laki-laki hampir di sebagian besar budaya dan masyarakat Indonesia. Namun demikian, mengingat bahwa ruang selalu berubah dan ruang bukanlah fenomena nyata atau objektif yang dialami dan dipahami dengan cara yang sama oleh individu karena masing-masing individu berpotensi memiliki pemahaman yang unik tentang lingkungannya, dan bahwa pemahaman ini dibentuk oleh proses pengumpulan informasi secara mental (dan fisik), akumulasi pengetahuan atau kontak dengan organisasi maka peluang bagi para korban untuk mencari keadilan telah terbuka.
Upaya untuk memberi akses kepada perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan telah dilakukan pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan masih belum terlaksana dengan baik. Sistem hukum  yang dibangun  belum sepenuhnya berpihak  kepada korban; ruang-ruang hukum yang ada kurang berpihak kepada korban, dari pengacara dan polisi yang memberinya ruang untuk bebas dari penahanan sehingga pelaku dapat dengan mudahnya membangun opini kepada para saksi dan tetangga bahwa dirinya tidak bersalah.
Dalam kasus di atas, ketika seorang tokoh agama memiliki pola pikir






14 Chatarine A MacKinnon, Feminism, Marxim, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence, in




yang bersangkutan akan mengajarkan hal-hal demikian kepada umatnya.    Hal tersebut tentunya perlu mendapat perhatian mengingat kekerasan yang terjadi dan dialami olrh perempuan dan anak dilakukan oleh mereka yang memiliki latar belakang agama sebagai guru mengaji, pemuka agama atau tokoh agama dari berbagai agama.   Apabila hal ini tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah, maka hak-hak warga negara atas kebebasan beragama dan beribadah, dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar tidak akan terpenuhi. Masyarakat akan dijejali dengan informasi yang menyesatkan dan diskriminatif yang berkedok ajaran agama yang dapat mengancam hak-hak konstitusi perempuan.
Cara berpikir dan perilaku pelaku dalam kasus di atas tentunya tidak sesuai dengan Sila Pertama Pacasila tentang KeTuhanan yang Maha Esa, khususnya butir 6 tentang pentingnya nilai kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.
Cara pelaku memperlakukan korban yang masih anak hingga menjadi perempuan dewasa menujukkan bahwa pelaku tidak menghargai korban sebagai manusia. Hal ini telah melanggar nilai-nilai Pancasila sila kedua tentag kemanusiaan yang adil dan berdab, khususnya butir 1 yang menyebutkan “Pengakuan dan perlakuan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa”. Perlakuan pelaku terhadap korban dalam kasus di atas menunjukkan bahwa pelaku telah melanggar nilai Pancasila Sila kedua butir 5  yang menyatakan bahwa “Penghormatan terhadap hak dasar manusia baik sebagai individu, maupun sebagai warga masyarakat” dan butir 6 tentang “Perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.”
Pelanggaran-pelanggaran norma dan nilai-nilai Pancasila dan hukum nasional oleh pelaku telah menyebabkan penderitaan, diskriminasi dan kekerasan terhadap korban. Upaya untuk memenuhi hak-hak korbantidak mudah karena relasi kuasa dan ruang yang kurang berpihak kepada korban. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa korban belum mendapatkan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal
28B (2), Pasal 28I (2) UUD 1945 dan Pancasila, dan UU Penghapusan Segala





Untuk memenuhi hak-hak konstitusi perempuan dan anak korban kekerasan maka Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya ruang-ruang, termasuk ruang hukum  yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusi perempuan, seperti: hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G (1) UUD 1945), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G (2) UUD
1945),  hak  untuk  bebas  dari  perlakuan  diskriminatif  atas  dasar  apapun (Pasal 28I (2) UUD 1945), dan hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H (2) UUD 1945).
6.   Kesimpulan dan Rekomendasi

a.   Kesimpulan

Kekerasan yang dialami perempuan korban disebabkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dengan korban. Pelaku memiliki kuasa yang lebih kuat dan control atas sumber daya yang lebih kuat dan banyak baik terhadap diri sendiri, pihak lain, ekonomi, politik dan sumber lain. Perempuan korban sering berada dalm relasi kuasa yang lemah dan tidak memiliki control atas dirinya dan sumber-sumber daya lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan atas persamaan hak dan keadilan belum sepenuhnya terpenuhi.
b.   Rekomendasi

1)   Merevisi bunyi pasal dalam UUPerkawinan dan KHI yang mengatur suami sebagai kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga untuk mencegah keberlangsungan relasi kuasa yang tidak seimbang dan memunculkan pola pikir dan relasi kuasa yang selama ini bersifat menindas;
2)   Sosialisasi pencegahan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan tehadap perempuan dan anak, dan seluruh elemen masyarakat yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan;
3)   Memberikan akses atas sumber daya kepada perempuan korban agar menjadi lebih mandiri sehingga dapat mengurangi risiko menjadi korban kembali;
4)   Melatih aparat penegak hukum mengenai kesetaraan gender dan hak anak secara berkelanjutan agar tindakan dalam menangani kasus berpihak pada kepentingan korban;
5)   Perlu pengawasan terhadap ajaran-ajaran agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
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